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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAH DAERAH PROⅥ WSI ⅡUSA TE‖ GGARA TEMUR

IOMOR 2 TAHUⅡ  2013

TENTANG

PEWDERIAN PERSEROAⅡ  TERBATAS PDNJAMEIAⅡ

KREDET DAERAH HTT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERITUR NUSA TENGGARA TIMUR,

: a. bahwa secara faktual Usaha Mikro, Kecil, Menengah

dan Koperasi (UMKMK) memiliki kontribusi yang

cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan

dan perkembangan perekonomian Daerah sehingga

perlu diperkuat eksistensi dan peranannya;

b. bahwa untuk memperkuat eksistensi dan peranan

UMKMK di Daerah maka perlu mempermudah

akses permodalan UMKMK terhadap sumber-

sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan

bank, maupun non bank maka perlu mendirikan
perusahaan Penjaminan Kredit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT;
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3.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a8a4);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK'

OLOI2OOS tentang Perusahaan Penjaminan Kredit

dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.OlO/2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 222|PI[-[K.OLO/2OOB tentang

Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan

Penj aminan Ulang Kredit;

Dengan persetuJuan Bersama

DEWAN PERWAKILAF RAKYAT DADRAH
PROⅥ ■SI ⅡUSA TENCOARA TIMUR

dan
GUBERIUR IUSA TENCCARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  DAERAH  TDttTAⅡ C     PDttDERIAN

躙 .ノ

DRBATAS PEIJAMIN‖ KREDET

4.

Menetapkan :



BAB T
TTTEITTUAIT UUUM

pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah provinsi Nusa Tenggara Timur.
2' Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah provinsi
Timur.

5' Perseroan Terbatas penjaminan Kredit Daerah NTT yang seranjutnya
disebut ,T.JAMKRIDA NTT adalah Badan Usaha yang didirikan dan
dimiliki oreh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah
Kabupaten/Kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak dibidang
keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.

6' Penjaminan adarah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan
kewajiban finansial penerima Kredit.

7. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam_
meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.

8. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau diluar Lembaga

Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau Pembiayaan kepada

Terjamin.

9. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau

Pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan

yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan' badan usaha, perseroan

terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah

dan Koperasi (UMKMK).

10. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut sP adalah bukti

persetujuan Penjaminan kepada terjarrrin- /l-
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12.

11.' Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah

uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan

usaha Penjaminan'

Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada

Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya

sesuai dengan perjanjian yang telah membayar kewajiban finansial

terj amin kepada Penerima Jaminan'

BAB II
PENDIRIAI{

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT'JAMKRIDA NT"f'

(2) Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian PT' JAMKRIDA

NT'T sebaga imana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAI{

Pasal 3

PT. JAMKRIDA NTT berkedudukan dan berkantor

ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dapat

lain di seluruh wilaYah daerah'

a.

b.

c.

pusat di KuPang sebagai

membuka Kantor Cabang

１
■

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAIT

Pasal 4

Pendirian PT. JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan

memperlancar kegiatan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan

ekonomi daerah.

Tujuan pendirian PT. JAMKRIDA NTT adalah:
(2)
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memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada UMKMK;

meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah; dan

meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerar.' 
/
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BAB V
KEGTATAN USAIIA

Pasal 5

Kegiatan Usaha PT. JAMKRIDA NTT dilakukan melalui pemberian jasa

penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit yaitu menanggung

pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima

Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya

berdasarkan perjanjian yang telah disepakati'

Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan'

Pasal 6

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5'

PT. JAMKRIDA NTT dapat melakukan kegiatan usaha lain yaitu:

a. penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;

b. penjaminan kredit/pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan

Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL);

c. penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan

fidusia;
penj aminan atas surat utang;

penj aminan transaksi dagang;

penjaminan atas pengadaan barang dan/atau jasa;

penjaminan bank garansi {kontra bank garansi);

penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);

penjaminan Letter of Credit (L/C);

penjaminan kePabeanan;

jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;

penyediaan Informasi/ da ta base terjamin terkait dengan kegiatan usaha

penjaminan; dan/ atau

m. kegiatan lainnya setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan'

Pasal 7

(1) PT.JAMKRIDA NTT wajib menjaga likuiditasnva'

(21 Ratio likuiditas PT' JAMKRIDA NTT ditetapkan paling sedikit 150 o/o

(seratus lima puluh per seratus)' /k
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｀ | ' 
｀

(3卜 Ratio likuiditas scbagaimana diinaksud pada ayat(2)dihitung dengan
｀          menggunakan Carrent Rα ιttο yaitu perbandingan antara aset lanCar
‐          dengan utang lancar.

Paga1 8

~      {1)PT・ 」AMKRIDA NTT hanya dapat melakukan investasi dalam bentuk:

、          a. deposito pada bank umum;

ν           b. surat bcrharga negara;

_          c. surat berharga yang diterbitkan 01Ch Bank lndoneSia;
d. obligasi korporasi dan/atau sukuk Korporasi yang masuk pcringkat

invcstasi;
V          e. saham yang tcrcatat di bursa efek lndonesia;

‐
          f.  reksadana;dan/atau
▼
          g. penyertaan langsung pada penJamin ulang.
ヽ       (2)Besarnya Kas Riil yang ada dalam perusahaan maksitna1 10 % dari

_        total Kas.

ヽ BAB VI
、                          PENGELOLAAN

、                               Bagian Kesatu
Umum

ヽ

Pasa1 9
‐

-       Pengelolaan  dilakSanakan  seSuai  dengan  prinsip―prinsip  manacmen

、       modern.
Bagian Kedua

V

Pimpinan
ヽ

Pasal 10
ヽ

_      (1)Pimpinan PT.」 AMKRIDA NTr terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan

Direksl.
‐

(2) Dewan Komisaris Sebagai=nana dimaksud pada ayat(1)bettumlah
‐
           paling banyak 2(dua)。 rang.
‐
       (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)beriumlah paling
‐           banyak 3(tiga)Orang・

‐        (4) Prosedur,  persyaratan  pengangkatan,  masa jabatan,  tugas  dan

_           wcwenang serta pemberhentian unsur― unSur pimpinan diatur dalam

_            nggaran Dasar PT.」 AMKRIDA NTT.プタ

‐

ヽ

ヽ

ヽ

‐



..:.,

trra"l1a kali nensanska' inan sebagaimana-' (5) Untuk pertama kali pengangkatan unsur-unsur plmp:

-- ' dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur'

\'(6)Pengangkatanunsur-unsurpimpinansebagaimanadimaksudpadaayat
\-(5),dilakukanberdasarkanhasilujikelayakandankepatutanolehTim

IndePenden.

\- (71 Syarat-syarat unsur pimpinan untuk pertama kali sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:

a. Profesional;!- 
b. memiliki integritas moral;

\- c- bukan berasal dari kalangan PNS' TNI dan Polri;

!' d. bukan pengurus partai politik'

\- (8) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur

\, Bank Indonesia, Perguruan Tinggi' Praktisi Ekonomi'

\-(9)Timindependensebagaimanadimaksudpadaayat(6)ditetapkanoleh
Gubernur'\' 

Baglan Kettga
\- KarYawaa

\r Pasal 1l

(1)KaryawandiangkatdandiberhentikanolehDireksisetelahmendapat
pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-

undangan Yang berlaku'

(2lHakdankewajibankaryawandiaturolehdireksidenganpersetujuan
- Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan perseroan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku'

J BAB VII

- PTIUBATASAI|

. Pa;sal 12

′

′

′
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′

(1)PT・ 」AMKRIDA NTT dilarang:

a.memberikan pittaman;

l鷲朧 r翼翠ilttngSun3′
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(2) . Ketentuan larangan memberikan pinjaman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi PT' JAMKRIDA NTT' dalam

rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi UMKMK'

Ketentuan larangan menerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi PT' JAMKRIDA NTT yang menerima

pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi'

Ketentuan larangan melakukan penyertaan langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bila melakukan

penyertaan Pada Penj amin Ulang'

Jika PT. JAMKRIDA NTT melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yaitu memberikan pinjaman, menerima pinjaman atau

melakukan penyertaan langsung, maka PT' JAMKRIDA NTI dikenakan

sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Batasan kredit diberlakukan kepada UMKMK yang memiliki kekayaan

bersih maksimal 1 (satu) Miliar selain tanah dan bangunan'

Batasan besarnya Gearing Ratio mengikuti peraturan perundang-

undangan Yang berlaku.

BAB VIII
PERMODALAN

Pasal 13

MOdal Dasar PT.」AMKRIDA NTT terdiri atas seluruh nilai nominal Saham.

Pasal 14

(1)MOdal dasar PT.」AMKRIDA NTT untuk pertama kali ditetapkan sebesar

Rp.50.000.000.000(lima puluh miliar rupiah).

(2) Datt jumlah modal dasar sebagaimana dilnakSud pada ayat

modal ditempatkan dan mOdal diSCtOr SebeSar

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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25.1OO.OOO.OOO,-(duapuluhlimamiliar'seratusjutarupiah)'
(3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

sepenuhnya untuk modal usaha PT' JAMKRIDA NTT yang dibuktikan

dengan bukti setoran Pada Bank'

(4) Struktur Moda1 Dasar PT' JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud pada

(1),jumlah

Rp

ayat (1) terdiri dari:

a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Rp 25.0OO.0OO.OO,- (dua puluh lima miliar); /

Timur sebesar



b.

C.
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Gabungan Koperasi Pegawai Negeri sebesar Rp 1'OOO'OOO'OOO'-

(satu miliar ruPiah); dan

Modal dasar yang belum disetor sebesar Rp 24'9OO'OOO'O0O'- (dua

puluh empat miliar, sembilan ratus juta rupiah)'

Pasal 15

(1) Penambahan modal Pemerintah Daerah terhadap PT' JAMKRIDA NTT

dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD'

(2) Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat melakukan penyertaan modal pada

PT, JAMKRIDA NTT.

Paaal 16

(1) Saham yang dikeluarkan oleh FT' JAMKRIDA NTT adalah saham atas

nama.

(21 Nilai nominal saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham'

(3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku'

(4)KetentuanmengenaipermodalanPT'JAMKRIDANTTdiaturlebihlanjut
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai ketentuan

peraturan Perundang-undangan'

BAA TX
PEITYERTAAIT UODAL

Baglan Kesatu
Maksud dan TuJuan

Pasal 17

(1) Penyertaan Modal Daerah untuk Pendirian PT' JAMKRIDA NTT

dimaksudkan sebagai modal awal minimal untuk PT' JAMKRIDA NTT

dalam mendapatkan status Badan Hukum dan memulai usahanya'

t2l Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan

usaha bidang UMKMK dan meningkatkan Pendapatan per kapita
I

rnasYarakat. f.
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Baglan Kedua
Prlnslp PeaYertaan Modal

Paeal 18

Penyertaan Modal Daetah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi

perusahaan (profit oriented), kesejahteraan (prosperity oriented) dan

pelayanan kepada masyarakat (social oriented)'

Baglan Kctiga
Bentuk PeaYertaan Modal

Paeal 19

Penyertaan modal daerah berbentuk uang yang dianggarkan dalam APBD'

Baglen XeeaPat
Bcearayi PenYertaaa Modal

Pasal 2O

Besarnya penyertaan modal daerah untuk pendirian PT' JAMKRIDA NTT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4' sebesar Rp' 25'OOO'OOO'O0O'- (dua

puluh lima milYar ruPiah) '

Pasal 21

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20'

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2O14'

Pla;sa,l 22

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20' dengan

berlakunya peraturan Daerah ini merupakan kekayaan daerah yang

dipisahkan.

Bagian Kellma
Pembaglaa Keuntungan

Pasal 23

(1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung

berdasarkan persentase modal yang disertakan pada PT' JAMKRIDA

I
NTT. 

'v
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(2).Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah

dikurangi dengan Pajak.

(3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah

daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku disetorkan ke Kas

Daerah.

Baglarr Keenam
Pertengguaglawaban daa KewaJlban

Pasal 24

(1)PT.JAMKRIDANT,TberkewajibanmelaporkanNeracaKeuanganserta
perhitungan rugi/laba tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik

kepada Grrbernur.

(2) Gubernur melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan rugi/laba

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD bersamaan

dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungiawaban APBD'

Pasal 25

(1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah' maka

PT. JAMKRIDA NTT berkewajiban:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi

prinsip :

1 . transParansi;

2. keadilan;

3. akuntabilitas; dan

4. resPonsibilitas.

b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya

manusia;

c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam

rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan

d. melakukan kerjasama yang strategis untuk meningkatkan kinerja

dan Produktivitas usaha'

(2) Gubernur wajib melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban

PT.JAMKRIDANTTsebagaimana,dimaksudpadaayat(1)palingsedikit2
(dua) kali dalam I lsatul tahun' /-

′
　
　
　
′



v-. Bagian KetuJuh' I Peagendalian daa Plngawasan

Pasal 26

\z (1) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang mewakili pemerintah daerah

untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada PT.

\. JAMKRIDA NTT.

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang

\- yang menguasai bidang usaha penjaminan kredit secara profesional.

BAB X
\, IMBAL.'ASA PEITJAUII{AN

Paeal 27

!- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT. JAMKRIDA NTT menerima

!' IJP,

\-(2)BesarnyatariflJPditetapkandenganpertimbanganantaralain:
a. risiko yang dijamin;

b. jangka waktu Penjaminan;

c. biaya administrasi umum' operasional dan pemasaran; dan

d. keuntungan.

(3)BesarnyalJPdihitungberdasarkanketentuanperaturanperundang-
undangan Yang berlaku.

Pasal 28

: (1) Setiap tahun buku, PT. JAMKRIDA NTT berkewajiban membuat laporan

vkeuanganyangtelahdiauditolehakuntanpublikuntukdilaporkan
dalam RaPat Umum Pemegang Saham'

(2)setiaptahunbuku,PT'JAMKRIDANTTberkewajibanmenyisihkan
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jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan dan pembagian

keuntungan kepada pemegang saham serta pemberian jasa kepada

komisaris dan direksi yang diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang

I
Saham. f,
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                   BAB XI

KLAIM DAN PDRALIHAN HAK TACIH

Pasa1 29

PcngaJuan klaim olch Penerima」 aminan kepada PT.JAMKRIDA NTT

dapat dilakukan apabila Ter」 amin gagal memenuhi kewaJlbannya.

Sttak klaim dibayar olch PT. 」AMKRIDA N質 , hak taglh Penenma

」aminan kepada TerJamin beralih menJadi hak taglh PT. JAMKRIDA

NTr.

PT. JAMKRIDA NTT dan Penerima 」aminan dapat melakukan upaya

penagihan atas hak tagih PT. 」AMKRIDA NTT sebagaimana diinaksud

pada ayat(1)Secara bcrSama― Sama maupun Sendiri― scndiri.

PT.」AMKRIDA NTT InemperolCh hasil penagihan secara prOporsional.

BAB XII
PELAPORAN

Pasa1 30

Bentuk dan isi laporan keuangan PT.」 AMKRIDA NTT Wttib memenuhi

ketentuan perundang― undangan yang berlaku.

Laporan keuangan periode be■ alan waiib diSusun dan diSampaikan

kepada Dewan Komisaris SCkurang― kurangnya 3(tiga)bulan Sekali.

BAB XIII
PDNGAWASAN

Pasa1 31

Pengawasan kebiiakSan^an dan kinc」 a Direksi dalam mettalankan dan

dilakukan olCh Dewan Komisarismenge101a PT. JAMKRIDA N質

berdaSarkan ketentuan peraturan perundang―
undangan yang berlaku.

PcngaWasan Sebagaimana dimakSud pada ayat(1)dilakukan l(Satu)

出 g:1111∫ ittr:ilttrよ『lulli:il聞:i1lL∬:l″
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Hal-hal yang belum

lebih lanjut dalam

JAMKRIDA N?T.

(2) Gubernur memproses status badan hukum PT' JAMKRIDA NTT segera

setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan yang berlaku'

(3) Direksi memProses Izin Usaha PT' JAMKRIDA NTT segera setelah

mendaPatkan status badan hukum '

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Diundangkan di KuPang
pada tan-ggat 7 Oktober 2O13

BAB XⅣ
КETEWTUAI PENUTUP

Pasa1 32

diatur dalam Peraturan Dacrah ini, akan diatur

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT.

DAERAH
TIMUR,

SALEM

PROVINSI NUSA TENGGARALEMBARAN DAERAH
NOMOR 002.

(υ

Q′

■

TIMUR TAHUN 2013

）

‐
）

　

し
　

）

pada 7 0ktOber 2013

ピ
ー
ー



い

|(

■ 、 1

）
　

し
　
　
し
　

し
　
　
し

　

し
　

し
　
　
し
　

し

　

し

　

し
　

し

　

し

　

し

　

し

　

し

　

し
　
　
し
　

し́
　
・
し
　
・
）

　

し
　
´
し
　

し́
　
´
し
　
´
し
　
´
ヽ
　
´́
）
　
´
し
　
′
）
　
″
」
　
だ
し
　
ｒ
ヽ
　
イ
」
　

″　
―
し

PDHJELASAⅡ

ATAS
PERATURAI DAERAH PROⅥ ■SI NUSA TE‖GGARA TIMUR

■OMOR 2 TAHU■ 2013
TEⅡTA■0

PEIDIRIAH PERSEROAⅡ  TERBATAS PEIJAMIⅡ ▲Ⅳ КREDIT DAD― ■TT

I.UMUM

Bahwa perekonomian Daerah, secara signifikan didukung dan

ditopang oleh kalangan UMKMK, yang menyebar di seluruh Daerah.

Dukungan UMKMK, menjadikan kekuatan ekonomi Daerah sangat

lentur/ fleksibel dan mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih kuat
dibandingkan dengan daerah yang menyandarkan ekonominya kepada

kekuatan segelintir kekuatan ekonomi besar. Hal ini dibuktikan dengan

ujian berbagai krisis multidimensi yang dihadapi oleh daerah. Untuk hal

itulah, perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap UMKMK

sangat dibutuhkan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk
membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kalangan

UMKMK, dalam rangka mengatasi dampak dari persaingan bebas dan

perkembangan ekonomi global. Salah satu kendala UMKMK yang

mendasar adalah lemahnya kalangan UMKMK dalam memperoleh akses

permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan jaminan yang

harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh

lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka melalui pembentukan

perusahaan penjaminan kredit daerah, yaitu PT. JAMKRIDA NTT, dengan

peraturan daerah, diharapkan membantu UMKMK untuk memperoleh

akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan dari lembaga

keuangan bank dan non-bank, sehingga salah satu kendala UMKMK dapat

diatasi.

Untuk selanjutnya terhadap kendala-kendala lainnya seperti: aspek

pemasaran, kualitas sumber daya manusia/SDM, manajemen dan

penguasaan teknologi akan diatasi melatuirkebijakan Pemerintah Daerah,

dengan kebijakan-kebijakan yang relevan. l,



' Dengan diatasinya kendala permodalan dan kendala-kendala

lainnya, diharapkan ekonomi daerah berkembang secara lebih cepat,dan

mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara

signifikan, serta dapat ditingkatkannya pendapatan asli daerah dan

mendorong tumbuhnya kalangan entreP reneurship / wir asw asta didaerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan akses terhadap

pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha UMKMK di Daerah

guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Daerah

bersama Gabungan Koperasi Pegawai Negeri mendirikan PT. JAMKRIDA

NT"T.

Salah satu syarat untuk berdirinya dan untuk mendapatkan status

Badan Hukum dan izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan bagi PT.

JAMKRIDA NTT yang memiliki wilayah operasi lingkup Provinsi NTT

adalah harus memiliki bukti pelunasan setoran modal minimal dalam

bentuk deposito berjangka atas nama PT. JAMKRIDA NTT pada salah satu

Bank Umum di Indonesia.

Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 IPMK'OLO/2OLL

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

222/PMK.OIO I2OOB tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan

Perusahaan Penjaminan Kredit Ulang ditegaskan bahwa Modal disetor

Penjamin lingkup provinsi ditetapkan paling sedikit Rp 25,0oo.ooo.ooo,-

(dua puluh lima miliar rupiah) jika Penjamin melanggar ketentuan jumlah

minimal modal disetor dikenakan sanksi administrasi berupa tidak

mendapatkan izirr usaha, teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha,

hingga pencabutan izin usaha.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas

Penjaminan Kredit Daerah NTT.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal l

Cukup jelas.

Pa3a1 2

Cukup jcla,・
/

し



し
　
し

' 't Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Penjaminan Kredit hanya dapat diberikan kepada UMKMK untuk

! kepentingan usaha produktif.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
\'z Cukup jelas.

Pasal 8

\, Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "Prinsip-prinsip manajemen modern" adalah

prinsip-prinsip manajemen yang menjunjung tinggi profesionalisme

dan integritas.
\' Pasal 1o
\- CukuP jelas.

! Paeal 11

\- AYat (1f

\z CukuP jelas.

AYat (2f

Cukup jelas.

\- 
Ayat (31

Cukup jelas.
v AYat (4)

! Cukup jelas.

\- Ayat (5)

\- CukuP jelas.

AYat (61

Cukup jelas.

AYat l7l
\- Yang dimaksud dengan " Geaing Ratid adalah perbandingan
! antara total nilai penjaminan yang ditenggung sendiri denSal

\- modal sendiri bersih PT. JAMKRIDA NTT pada waktu tertentu' fL'

し
　
し

ヽ



't Pasal 12
\' CukuP jelas.
\' Pasal 13

\.- Cukup jelas.

\- Pasal 14

CukuP jelas.

Pasal 15

CukuP jelas.
\- 

Pasal 16
\- CukuP jelas.

\- Pasal 17

! Cukup jelas.

\- Pasal 18

CukuP jelas'

Pasal 19\' 
Bahwa untuk memenuhi pasal 11 peraturan Menteri Keuangan

Nomor 99/PMK'O1O/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

\.MenteriKeuanganNomor222lPuK.olo/2oostentangPerusahaan
\- Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Kredit ulang

\- bahwa Modal disetor Penjamin lingkup provinsi ditetapkan paling

\?sedikitRp25'OO0'0OO'OOO'-(duapuluhlimamiliarrupiah)maka
\? untuk pendirian PT' JAMKRIDA NTTPemerintah melakukan

Penyertaan Modal sebesar Rp 25'OO0'OOO'OOO'- (dua puluh lima

miliar). Dengan demikian apabila di masa mendatang' PT'

\' 
JAMKRIDA NTT, menunjukan kinerja yang cukup baik maka

!. pemerintah Daerah dapat menambahkan Penyertaan Modalnya

\-- pada PT. JAMKRIDA NT-T.

\, Pasal 2O

,r- Pasal 2l
CukuP jelas'

. Paeal 22

\v 
Paeal 23

:

:



- . '' 'Pasal 24
CukuP jelas.

Pasal 25

CukuP jelas.

Pasal 26

CukuP jelas.

Pasal 27

Yangdimaksuddengan"PejabatyangmewakiliPemerintahDaerah
\' untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah

pada PT' JAMKRIDA NTTadalah Komisaris yang mewakili

\, Pemerintah Daerah.

\- Pasal 28

!. CukuPjelas'

Pasal 29
CukuP jelas'

Pasal 3O
\- cukuP jelas'
\- Pasal 31
\z Cukup ielas'

\- Pasal 32

v CukuP jelas'

Pasal 33
Cukup jelas.

1:鵠昆窯Ftぶ5ξPFARAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
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